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Panja Harap RUU TPKS Dibahas di Baleg

B NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Ketua Panitia Kerja
(Panja) Rancangan Undang-Undang Tin-
dak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TP-
KS) Willy Aditya menghargai sikap DPR
vang akan menetapkan RUU TPKS seba-

gai usul inisiatif DPR pada 18 Januari’

mendatang, [a berharap RUU tersebut
dapat dibahas oleh Badan Legislasi

: (Baleg).

"Kalau di Baleg maka prosesnya ber-
kelanjutan. Kalau di pansus atau Komisi
V11T maka akan dimulai dari awal dan ada

* situasi baru,” ujar Willy saat dihubung,

Kamis (13/1).

Namun, ia mengatakan, keputusan
mengenai alat kelengkapan dewan (AKD)
yang akan membahas RUU TPKS akan
dibahas dalam forum Badan Musyawarah
(Bamus). Rapat tersebut akan dihadiri
oleh pimpinan DPR, komisi, dan fraksi.
"Kalau bisa, va, sebelum paripurna penge-

sahan sudah diputuskan akan dibahas di

mana karena biar surpres turun, langsung
go ahead," ujar Willy yang merupakan
walkil ketua Baleg,

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maha- -

rani mengatakan, RUU TPKS akan dite-
tapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR
dalam rapat paripurna pada 18 Januari
2022. Pengesahan tersebut agar DPR bisa
melakukan pembahasan terbuka dengan
pemerintah dan menampuing masukan
dart masyarakat.

Puan juga mengatakan, DPR menge-
depankan kehati-hatian dalam nembahas
RUUTPKS. la inginRUU tersebut tak ca-
cat hukum sehingga tak dapat digugat ke
Mahkamah Konstitusi (MK):

Puan‘ingin RUU TPKS bermanfaat
bagi masyarakat Indonesia setelah disah-
kan menjadi undang-undang, Bagi korban
kekerasan seksual, RUU ini akan mem-
bexikan payung hukum dan keadilan,

Terkait dengan kekerasan seksual di
lembaga pendidikan, Inspektur Jenderal
Kementerian Pendidikan Kebudayaan
Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Chatarina Muliana Girsang mengatakan,
pembentukan Satuan Tugas Penanganan
dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PP-
KS) di semua perguruan tinggi memerlu-
kan pembentukan panitia dan pelatihan.
Karena itu, menurut dia, belum semua
perguruan tinggi negeri (PTN) bisa

memiliki Satgas PPKS pada tahun ini.
Chatarina menerangkan, Kemendik-

- budristek terus memonitor pembentukan

Satgas PPKS di perguruan tinggi. Kendati
demikian, ia mengatakan, apabila terjadi
kekerasan seksual di lingkungan pergu-
ruan tinggi, kasus tersebut akan tetap
ditangani lewat tim adhoc dari kemen-
terian.

Diamenyatakan, Kemendikbudristek
tidak akan menunggu Satgas PPKS di
suatu perguruan tinggi terbentuk untuk
menindaklanjuti kasus yang ada. "Kami
(melakukan) pendampingan, penangana-
nnya sesuai dengan aturan dan berpihak
padakorban," kata Chatarina.

Sementara itu, Kantor Staf Presiden
(KSP) siap terlibat aktif dan mendukung
pembuatan Peraturan Menteri Agama
(PMA) tentang Pencegahan dan Penang-
gulangan Tindak Kekerasan Seksual di
Satuan Pendidikan Berbasis Agama. Me-
nurut Deputi IT KSP Abetnego Tarigan,
halitu merupakan bentuk dukungan dan
komitmen pemerintah terhadap upaya
penghapusan kekerasan seksual, terutama

di institusi pendidikan. W ronggo astung-

Koro/dessy suciati saputri ed: ratna puspita
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